BERITA NEGARA
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 /PMK.07/2013
TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH
DAN DESENTRALISASI TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (11)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2013, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Proyek
Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran
2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5361) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5426);
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2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi
Khusus Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
42/PMK.07/2011;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi
Khusus Tahun Anggaran 2012;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012
tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN

UMUM DAN ALOKASI DANA PROYEK PEMERINTAH
DAERAH DAN DESENTRALISASI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang selanjutnya
disingkat DP2D2 adalah dana yang bersumber dari APBN dan
dialokasikan sebagai insentif kepada daerah provinsi, kabupaten, dan
kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan
Desentralisasi berdasarkan hasil Verifikasi Keluaran Dana Alokasi
Khusus sesuai dengan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Bank Dunia tentang Proyek Pemerintah
Daerah dan Desentralisasi tanggal 23 Juni 2010 (Loan Agreement No.
7914 1D, No. Registrasi 10809501) sebagaimana telah diubah dengan
perjanjian yang ditandatangani tanggal 14 Maret 2013.

Verifikasi Keluaran Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut
Verifikasi Keluaran DAK adalah proses verifikasi atas keluaran
pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur di Daerah
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